Manimbang :

Mengingat

PARAF HOORDINAS 5.

YRR TS DR

BRI TH

7

BUPATI NATUNA
FROVINSI REPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
HOMOR 47 TAHUN 2015

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH HABEUPATEN NATUNA

DERNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NATUNA,

hahwa dalam rangks menindallanjuti Peraturan Menteri
Negare  Pendayvagunaan  Aparatur Negara  Nomor
PER/OS/M.PANSO3 /2008 1entang Standar Audit Aparat
Pengawaszan Intern Pemeriniah

bahwa agar kegiatan pecngawasan yvang dilakssnakan AFIP
menjadi berkvalitas, efeletif dan akimtabel maka visi, mis),
mjuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus
dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangam
uleh pimpinan terlinggi organisasi.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tenmtang Piagam Audit Tniernal di Linglungan
Pemerintah Kabupaten Natuna

Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 lenlang
Penvelenggaraan Nepara vang Bersih dan Bebas dand
Korupsi, Kolusi dan Nepotiame {Lembaran Negara Repubhk
Indonesis Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang
Permberantasan Tindak Pidana Keorupsi (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambsabisn
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana ielah dinbah dengan Undanpg-Undang Nomor
20 Tahun 2001 (Lemotsmran Wegara Republik indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150},

3. Undang-Undang Nomor 53 Tehun 1999  tentang
Pembentukan Kabupaten Prlalawan, Kabupaien Rokan
Hulu, Kabuparen Rokan Hilir, Kabupaten Simk, Kalupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingt
dan Kola Batam (Lembaran Negara Republik Indotesia
Tahun 1999 Nomor 191, Tambeshan Lembaran Ncgara
Republik Indoncais MNomor 3902} sebageimena  telah
diubah beberapakali tlerakhir dengen Undang-Undang

i Namoar 34 Tabhun 2008 perubahsn keliga {Lembaran
Negaura Republik Indonesiz Tabhun 2008 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara REepublik Indonesia Nomor
4830);

4. Undang-Undang Nemor 12 Tehun 2011 tenilang
Pembentukan Peraturan Permndang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Nepara Repubhk Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Womor 17 Tahun 2003 tentang Eeuangan
Negara(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2003
MNumor 47, Tarbehan Lembaran Negara Republik

Indoncsia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor |5 Tshun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengclolaan dan Tangegung Jawab Keuangan
Nepara (Lembaran Negara Repulilik Indonesia Tahun 2004
Nomar 66 Tambahan Lembaran Nepgara Repuhlik Indonesia
Nomor 44,

7. Undang-Undang Nomeor 23 Tahun 2014 ientang
Pemerintabhan  Daerah [Lembaran  Negarw  Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambaohan Lombaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 5587 sebagaimana
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telah dinbah beberapakali terakhir dengan  Tndang-
Undang Nomar 9 Tabhun 2015 teptang Perubahan Kedua
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
Pemerinlahan Daerah (Tembaran  Negara Republik
Indmresie Tahun 20013 MNomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5679);

Peraturan Pemerinlah Noowsw 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengewasan Penyelengseraan
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara  Republik
Tndonesia Tahun 2005 Nomor 1635),;

Perafiiran Pemerintoh Nomor &0 Tahun 2008 lenlang
Sistern Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tehun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembarsn Nogars Republik Indonesia Nomor 4890);

Poeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pernbagian Urusan Pemerintahan Antara Permerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dun Pemnerintahan Daerah
Kabirpaten ! Kota{lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor B2);

Poraturan Menleri Dalam Negeri Momor 23 Tahun 2007
lentsny  Pedoman Tala Cara Pengawasan atas
Menvelenggaraan Pemernnilaban Daerah acbagaimana telah
dinbah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Talhun 2009;

Peraturon Menterl Pendavagunaan Aparalur Negara Nomor
PER/D4 /M. PAN/D3/2008 tontang Kode Euk Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Menlen Pendayapunaan Aparabar Negara Nomor
PER/OS5/M.PAN/O2 /2008 tentang Standar Audit Aparat

'eneawasan Intcrm Pemeniniah.

Peraturan Menteri Negara Pendayogunasn ADAratur
Negara Nomor 089 Tahun 2009 wntang Pedoman Umum
Pelaksenaan, Pemaniauan, Evaluas dan Pelaporan Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan Fungsinnal;

Peraturan  Mentert  Negara Peondayagpunaan  Apacaiar
Negara Nomor 19 Tahun 20049 tentang Pedoman Kendali
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Mutu Audit Aparnt Pengawasan Intern Pemerinrah;
Peraluran Dmerah Kabupaten Natuna Nomor S Tahun
2011 teniang Busunan Orgamisasl dan Tala Kerja Badan
dan Lembaga Teknis Taerah Kabupaten Natuna (Lembarzo
Diaersh Kabupaten Netuna Talnan 2011 Nomor 5);

MEMUTUOSEAN :

PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PIAGAM AUDIT
INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH EABUFATEN

NATUNA

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Bupald ini, yang dimaksud dengan !

T.

Daerah adalah Kabupaten Natana

Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kebupaten Nabina
Bupati adalah Bupat Kabuputen Natana

Inspeklorat adalah Inspektorat Kabupslen Natuna,
Inspeklur adalah Kepala nspelktorat Kebupalen Natunsa.

Inspcklorat Provinst adalah Inspekrorat Provins: Kepulsuan
Hian

Satnan Kerga Perangkat Daerah vang selanjutnya disinghat
SKPD  adalah unsur pembaniy Kepala Daerah dalam
penyelenpgarnan  pemerintah  daermh yang  terdik dari
Sekretariat Daerah, Sckretcriat DPRD, nnas, Badon dan
Unil Kerja, Lembags Teknis, Kecamalan dan Kehirahan.

Piapaum  Awdit Internal  [Intermal Audil Charter] adalah
dokumen  lormal yang menegaskan komitmen  Bupali
tcrhadap arti pentingnys fungsi pengawasan intern alas
penyvelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerniah
Kabupaten Natuns dant memuat tujuan, wewenany dan
langgung jawob keglatan pengawasan intern oleh Aparal
Pengawasan Inrern Femerintah,

Apural Perpawas Internal Pemernniak yang  selanjutnya
dizscbul APIP adalah instansi pemeriniah yang dibenoak
dengan  tupas  miclaksanekan  pongawasan  intern  di
inplounpgan Pemerniah Kabupaten Natuna, '



Q. Sisrem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proscs yang
inlesral pada Undakan dan kegiatan yang dilakukan sccara
terus menerus oleh pirmpinan dan seluruh pegawai unbulk
memberikan keyakinan memadai gias (ercapaioya tajuan
organisasi mclalui keglalan wyung  eflektil dan  efisien,
keandalan pelaporan kcuangan, mmgamanat ssel negara,
dan kefaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

11. Sislern Pengendalian Intern Pemermtah, yang selanjinys
disingkat SPIP, adaloh Sistem DPengendalian Interm yang
disclenggarakan  secara menyeluruh  di hingkungan
pemeriniab pusat dan pemerintah dacrah.

12. Pengawasan lntern adalah selumih proses kegiatan audit,
reviu, cvaluasi, permantauan, dan kegialan pengawasan lain
terhadop penyelenggaraan tugss dan Jungsi organisas

g daiam rangka memberikan kevakinan yang memadal balnea
kegiatan telah dilaksanakan sesual dengan tolok ukur yang
tclah  dilelapkan  secara  efelktf dan  chsien  uniuk
kepenlingan DLINEMILE dalam mewujudlkan tata
kcpemenntahan yang baik

BABE II
MAEKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 ,
Maksud disusunmya Piegam Audit Intermal mi adalah dalam
rangka memberikan landasan,  pedoman  dan batasan

kcwenangan, tanggungiawab den  linglap  pengawasan bagn
Aparat Inspckilorsl Deerah  dalam  melalulsin  pengawasan

internal di lingkungan Pemernitah Daerab,

Pasal 3

Tujuan disusunnya Piagam Awdit Internat adalah -

a. Memberikan penepasan dan komitmen dari Dupati tentang
pentingnva peran pengawasan dalam mewujudkan lala kelola
pemerintaban yang baik di linglungan Pomernintah Daersh;

b. Memberikan deskripsi dan  ilustrasi kepada Satuan Kerja
Perangkat Dacrah (SKEPD] dJdun pihak-pihak terkait tenlang
keduchukan, kewenangan dan tangpung jawah Aparat Pengawas
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Intern Memcrintah (APIP|, schingga dapal menumbuhkan dan
melahirkan pemahaman  yang  posilf terkadl urgenst
pengawasan serta dapat mendorong kerja saana sinergls dalam

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yvang baal;

. Menumbith  kewnbangkan  internaiisasi  niai-nilad budaya

organisasi  seperd:  integeitas,  kejujuran,  akuntabilitas,
obycktifitas, kepaluben hukum dan peraturan  penandang-
undangan dalam penyclenggarnan pemerintahan di lingloangan

Fermerintah Dasrah;

.Menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam

mewujudkan  penyelenpgarasn  pemeriniehan  yang  bersih,
transparan, akunlabel dan bebas dan Homupsi Kolusi dan
Mepolizme [KKN],

. Meningkatkan cleklifitas manajemen risiko dan tata kelola AFIP

vang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan,
melalui pendekatan vang sistemalis, dengan cara mengevaluasi
dan meninglkatlan efelttivitas manajernen risiko, pengendalian,

dan proses iata kelola AP,

BAE INI
PFIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 4

(1} Pengawasan [ntern adalah selurubh proses kegiaton aadit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan [ungsi organisasi dalam
rangla memberikon keyakinan vang memadat bahwa kegiatan
telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan cfizsicn untuk kepentingan

pinpinan dalam mewujudkan mata kepemerintahan yang baik;

(2} Inspckiorat Kabupalen Nanina adalah Aparat Peogawsasson

Intern Pemcrintah vang dibenluk dengan tugas melaksanakan
pengawazan intern di lingkungan Pernerintah  Kabupaten

Naltnna;

(3) Inspekiorai Kabupatcn Natuna memmiliki kewenangan untuk

mengakses gelurub  informasi, sistern  informasi, catatan,
dokumentasi, asel, dan personil pada instens/SKPD di

lingkungan Pomerinlah Kabupaten Natuna yang diperlukan



schubungan dengan pelaksanaan tagas pokok dan fungsi
penpgawasan intern serla kewenangan lain  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peruluran Bupati ini,

(4} Untuk mewwjudkan Penpgawasan Intern vang efeltif, Pimpinan
SKPR/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Natuna wajib
menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang
baile melalul :

a. penegakan integrilas dan nilal etika;

b. komitmen terhadap kompetensi;

. kepemimpinan yang kondusif;

d. pembentukan struktur orgamsasi vang scsual  dengen
kebuiuhan;

e, pendelegasion wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

I, penyusunen dan pencrapan kebijukan yang schat tentang

fiz pembinaan sumber daya manusia;

g hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemeriniah

terkait.

i5) Inspeltorat Kabupsten Natuna memiliki kewenangan
melakukan  pengawasan terhadap pelaksansan  urusan
Pemenniahan Desa.

(6} Pemerintah  Kabupaten Natuna skan mengalokasikan
pemanfaalan dang dari APBD pana mendakung peran dan
fungsi pembinaan  dan  pengawasan  penyelenggaraan

Pemerintahan Diaerah.

{7} Alokasi angparan schageimana dimaksud pada ayat (6] dapat.
diperpunalan untulk:
6. Anggaran Biaya khusus bugi kegiatan pengawasan
b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusie bidang
Pengawagan Penvelenggaraan Pemetintahan Daerah.
c. Tumnbahan penvhasilan berdasarkan Kelangkuan Profesi

Paszal 5
(1] Piagam Audit Internal dem lampiran ditandatangani oleh
Bupati Natuna.

[2) Penielasan fsuplemen: atas Piagam Audit Intcrnal ini adalah
schagaimana tercantum dalamm Lampiran vang merupakan

|I FARAFKOORDINAS 1 bagian yang tidak terpisahkan dari Peratiran Bupati ins.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pagal &
Apubila diperiukan meka Plagam Audit Internal akan dilakukan
perubahan  danfatou penyempurnaan guna metijamin
kegclarasan dengan prekiik-praktk wrbaik i Didaeng
pCngawasan, perubahan linglangan  orgamsasi, dan
perkembangan proktk-prakiik penyvelenggaraan tugas dan Mungsi
pemerintah,

Fasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejuk tanggal diundangkan.
Agar seliap orang mengetahiinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pencmpatanmya  dalam  Berita

Daerah Kabupailen Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada langgal, % quly 2015

BUPATI NATUNA
tel

ILYAS SABL)
Dinndangksn di Kanai |
pada tanggal, 4 {]u,!; 2015
SEERETARIS DAERAH
RABUPATEN NATUNA,

SYAMBURIZON

BERITA DAERAH KARUPATEN NATURA TAHUH 2015 NOMORE "‘{ﬂ
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Lampiran Peraturan Bupati Natupna
Nomor : U0 Tatwiwn 101

Tanggal : & Agyn =ipn

PENJELASAN/SUPLEMEN
PIAGAM AUDIT INTERNAL APIFP

1. PENDAHULUAN

a. Plagam Audit Internal (faternal Audit Charter) merupakan dolumen formal
yang menvdlakan Wjuan, wewenong, dan  @nggung jaweb  kegiatan
pengawasan intern oleh Aparal Pengawasan (ntem Pemerinlab,

b. Plagaim Aundit Intemal merupakan penegasan komitmen Bupsal lerbedap
arti  pentingnva fungsi pengawassn inlern atas  penyclenggoarasn
pemerintahan di lingkungan Pemerinlah Kabupaten Natuna.

c. Aparal Pengawasan Intern Pemcrnintah {APIP) adaleh instansi pemerintah
vang dibentuk  dengan tugas melaksanskan  pengawasan  intern di
lingkungan pemeriniah pusal dan/atau pemerintah daerah, vang terdiri
dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspeltorat
Jenderal Kementerian, Inspekioratfunit pengawasan  inlem pada
Kementerian Negara, Inspektoral Utama/ Inspektorat Lembaga Pemerintah,
Inapektoret,/unit pengowasan intern pada Kesekretariatan Lemabaga Tinggi
Mepara den Lembapa Negara, Iospeklorai Provinsif/ Kabupateon) Kota, dan
umil pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerinteh lainnva sesual
dengan peraturan perundang-undangan,

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT HABUPATEN NATUNA
a. Inspektorat  Kabupalen WNatuna merupakan unil kerja vang dalam
pelak=anaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab
lanzsung kepada Bupath.
b, Struktur dan kedudukan Inspckieral Kebupaten Natuna adalah sebagai

Berilout:

1} Siruktar organisasi APIP haras dibentuk sesuai beban kerpa

2} Inspektoral dipirnpin nleh seorang lnspokiur.

3] Inspcktur Kabupaten Mamna diangkal dan diberhentikan olch Bupati
Natuna sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  tentang
penganglatan dan pernberhentian PNS.

4) Inspekiur Kabupaten Natuns Lertanggung jawab langsung kepada

PARAFKOORDINAST "2V
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5) Anwditor  Tnspelktorat Kabupaten Natuns  berlangpung  jawal  secara
langsune kepada Inspeklur Kabupaten Natuna.

3. VIBI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN NATUNA
a. Visi
Wisi Inspcktorat Kabupaten Natuna adalah :
“Menjadi Institusi Pengawasan yang Berkualitas dan Professional sebagai

Folalizator Perwgiudon Kepemerintahan yang Roik”

Visi Inspekioral mengandung 2 {tiga) hal pekok yang menjadi kunci yakn
1} Festitust Pengauweasan: Mengandung makna bahwa Tnspektorat adalah
imsiilusl pengawsasan inleral Pemcrintsh Kabupslen Naluna yang
secara eadar dan patub pada suatn standar dan etika profesi dan
meyakini bahwa keberadaannya lehih kepada upava penciplasn proses
tata kelola pemernintahan vang baik (good governance) vang bebas dan
Kormpsi, Kolusi, dan Nepolisme (KEN] dan penerapan  Sistemn
Pengendalian [Intern Pemerintah puns mendukung pencapaian visi dan
misi Kabupaten Matuna.

2} Berkualitas dan  Profesional mengandung  makna  bahwa  setiap
aparslur  peogawasan  akan  sclalu meningkatksn  kapabilitasnya
schinpea memiliki kemarmpuan dasar dan dalam schap pelaksanaan
tugas [mspoktorat scnanbiaga melakukannya dongan sualu landasan
metndologl, sikap kerja vang bernlegritas secara moral dan profcs
serta senantinsa beroricntssi kepada penciptaan nilai tambah bagl
zallan kerja funit kerja di lingkungan Pemernnlah Kabupaten Natina.

3 Katalisator Perunijudon Kepemernmtahan yang Boik: mengandung
makma bahwa Inapekiorat memiliki kewapiban  sebagai Aparat
Pergawssan Inlermal Pemerintah Kabupaten Natuna untulk berada
pada lini terdepan perwujudan kepemerintahan yang  balk  dengan
bersikap proaktifl duan  ferpercaya  dalam  meniransrmasikan
manajemnen pemerintahan menuju tata kelola pemerintaban yang baik.
Kewajiban tersebut dimplementasitan melalui transformasi birokrasi
yvaryg menitikberatltan  pada  dirmensi kultaral  serta  pelaksanaan
PENE#WASHD fungsional denpan memperhatilan prinsip-
prinsip akunlabilitas, efeltif, efisicn, responsil, dan transparamn.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi maka misi Inspektorat KEabupaten Watune adalah

sebagal beribout :

1

raRAFHOORDINAS!

13
IIL -
ke TRl DR
?l-}rj—-"-ﬂ"' 1} T




1. Mn:ningkat]{ﬂi] peran Inspektorat Kabupaten Naluna sebagai institust
pengawasat yang handal dan terperessa.

2. Meningkatkan profesinonalisme aparatur dan sHrana  peIgEwasH)
dalam mepunjang petvelenggarasan  pomerintahsn di bidang
PETIEAW HARTY,

3. Mcnderong peningkalzn peran serts selumh pemangku kepentingan
[stake holder] dalam mewujudken kepemerintahan yang baik (good

gorernance),

4, TUGAE POKOK DAN FURGEI INSPFEKTORAT KAHUPATEN NATUNA
Tupas pokok Inspekirat Kabupaten Natuna adalah melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan urmisan pemerintahan dacrah, pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah,

Dialamn  penyelengyaraan  lugas  pokok, Inspecktorat Kabupaten Natuna
ks 2 mempunyal ungsl:

1. PErENCANAAT PrOUTHITL POILEAWHSAT

lr. Perumusan Kebijakan dan fasilitas) pengawasan

¢. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaan 1Lgas pengawasan

Uraian 1ugas poknk dan fungsi Inspektorat Kabupaten Natuns mehputd

1} Membantu Bupali dalarm melaksanakan pengawasan bidang pemerinlahar,
keuangan dan menviapkan kotsep  kebijalcan daerah, dalam hidang
pelaksanaan penpawassan bidany pemerintah, keuangan dan peoabangunan
scrta pongawasan porelonomian serta acaial budaya.

2) Melalkukan PeICNCATLAAl, pelaksanaan, pengkaordinasian dan
pengendalian  pengawasan  pemerintah, kewvangan, pembangunan,
perekonaomian dan ansial budaya serta kekayaan dan aparatar.

3) Menvelenggarakan pengawasan pelaksanaan kegiotan pemeriniah dasrah
dan pemerksaan lethadap laporan penpaduan atas penyimpangan dar
atau penvalabgunasn wewenarg.

4 Mclaporkan dan memberiksn perlanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsinya langsung kepada DBupati sesual dengan standar yang
ditatapkan.

SupHys Aparat Penpawasan [ntern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya
denpan cleklif, haras mampu:

1} memberikan keyokinan wang memadsi atas Wetaatan, kehcroatan,
cfisicnsi, dan eleklivilas pencapsian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Instans: Pemeninlaky;

| _PARAFHODRDINASI,
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memberikan perinpgatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen
risiko delam penvelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
memelihara dan meningkatkan loalitas tals kelola penyelenggaraan

tugas dan fungsi Inslansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEEKTORAT

In
e
.

le.

tuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan Inlern  SCCRCE
madai, Inspektorat Kabupaten Natuna memiliki kewenangan untub:
Menentukan cbyek pemerikssan yang akan dituangkan dalam  Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PEPT),

Melakulkan pemeriksean, review, pendampingen, asistensi/konsultasi,
permaniadan Jdan evaluasi terhadap SKPD dan unil kerja sesuvai PKPT
maupun nvn PKPT;

Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi,
azmet, dan personil vang diperfukan sehubungan dengan pelaksanzan
fungsi pengawasan inteni;

Melakukan komunikesi secara langsung dengan pejabat pada satnan kena
vang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam
rangks pelaksanaan pengawasan,

Mcnyampaikan laporan dan melakulkan konsultasi dengan Menteri/Kepala
Lemnbaga / Gubernurf Bupsli dun berkoordinasi dengan Fimpinan lainnys.
Mclakukan koordinast, sinkromisasi dan integrasi kemiatan pengawasat
dengan berbagai institusi pengawasanjeuditor ekternal dan lembags
terkait agar mencapai proscs dan hasil pengawasan yang berkualitas dan
terpadu serta tidak tumpang tindib;

Mengalokasikan sumber daya Inspektorar Kebupaten Natuna scria
menetapkan frekuensi, objek, dan linglkup pengawasan intern;
Meneniukan mekanisme, metodologi dan teknik dan linglup waktn
pemeriksaan sesuad dengan standar audit/pemeriksaan yanyg diperlukan
untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;

Meminta dan memperolch dukungan denfatau asistensi yang diperhakan,
hailk yang berasal dari internal maupun eksternal Pemacrintah Kabupaten
Natuns dalam rangka pelaksanasn fungsi pengawasan intern.
Bekerjusama dengan lembaga pengawasan lin dalam rangka pemenksaan
dan  peningkatan kompetensi dan profesionabisme APIP scsual dongan
ketentuan peraturan perundang-undangan; darn

Menerimma atan menolak permintgan pemcrilsssn dan pihalk lain atas
dasar pertinbangan peritmbangan rasional yarg dagiat
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6. TANGGUNG JAWAE INBPEKTORAT KABUPATEN NATUNA

Nalam penyelenggaraan fingsl pengawasan interm, [nspoktorat Kabupaten

Naluna bertanggung jawvat uaniak:

A, Secara leruy menerus mengernbangkan dan meningkatkan profesionalisme
audilor, kusdilas proses pengawasan, dan koalitas hasil poengawasan
dengan mengacu kepada standar audit yang herlakou;

b. Menyusun, mengembangkan, dan  melaksanaken  Program  Kerjo
Fengawasan Tahunan [(PEPT} yang peduli rsiko, khususnya dalam hal
penentuan  skala  prioritns dan sasaran | pengewasan  dengan
mempetrtinbangkan ketersedioan sumber daya pengaaasan,;

c. Menerapkan Kode Tk dan Standar Audit AP scsusl dengan ketentaan
prraturan perundang-undangan;

d. Memperkuat pelaksstaan prinsip-prinsip tata kclola pemerintahan yang
baik [good governonce) molalu penerapan SPIP;

e. Menjamin kecukupan dan ketersedizan sumber daye pengawasoan sehingza
drpal menyelengparalkan fungsi pengawasan intern secara oplimal;

f. Menjamin bahwa proses dan hosil pengawasan dilakoukan secars abyeletif
senllal dengan standar sudit pemmeriksaan dan dilaksanakan bebas dan
KEN;

g. Menvampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala alktbivitas
polaksansan [ungsi pengawasan intern kepada Bupati Natuna dan pihak
torkalt denpan momperhatkan azas kerahamaan;

h. Melakukan permantauan tindak lanjul hasil pengavasan.

T. TUJUAN, SABARAN, DAN LINGEUYT PENGAWASAN IRSPEETORAT

HABUPATEN NATUNA

Penyelenggaraan pengawasan interm olch Inspeklorat Kabpaten Natuna

adalah uniluk memberikan nila tambah bagl pencapaian tujuan, yaitu :

a. Meoingkatkan Sistem Pengawasan don Pengendalion Internal yang clcktd
dengan melibatlean peran serts SKPD dan masyarakat untuk mevwujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupatcn Natuna,

b. Tervwujudnya Sistermn Pengawasan dan Pengendalian Internal yang cfcktil
dan mampu mendeteksi secara diml gejala penybnpangan.

c. Meningkalnya ketaatan, kehematan, cfisicnsl, dan efekiivitas pencapaian
tujudan dan sasaran penyelenggaraan tupgas dan fungsi Batuan Kerja
Perangkatl Diacrah

d. Meningkatnyva cfckliviles mangemen risiko dalam penyelenggarasn rugas
dan fungsi Satuan Kerja Perangkatl Daerah
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e. Meningkatnya tﬂtl;'l. kelola penyvelengmaraan tupgas dan [ungs Sahlan Kerja
Perangks| Dacrah yane bersib o den bBelms darl praktik-prakiik KHorapsi,
Kolusi, dan Nepotisme (EEN).

Sasaran Inspckiorat Dacrah adalah sebagai berkit :

a. Tcreapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus
serta terlaksananya Tindak banjut Hasil Pemeriksaan,

b Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan muolal dari perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan akuntabilitas seria koalias
pengelolaan manajemen pemerintahan;

c. Terciplanya apardiur pengawasan yvang profesional, mandin dan
berkualitas baik skill, knowledge maupun aftitude:

d. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan
hasil pengawasan; dan

e. Terciptonyan kondisi kerja yong kondusi] melahai penyelengraraan

adminiatrasi perkantoran dan sarans prassrans yang memsEdai

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi penpawasan intern ersebul, maka

Ingkup pengawasart Tnapektorat Kabupaten Nabina meliputi:

a. Awdit intermalf kinerjs secara berkala /repuler atas penyelenggarasn lugas
dan fungsi Pemenntah Dacrab

b. Audit dengan tujuan tertentufkhusus atas penyelengoaraan tugas dan
fungsi Pemerintah Daerah,

c. Audit penvelenggarnan Pemenntah Desa di Lingkungan  Pemerintah
Traegrah:

d. Reviu alas penvelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten
Matuna, sepertl revill alas laporan keuangan Pemermmtah Daerabh dap reviu
alas luporan akuntabilitas kinerja Instan=sl Pemennlah Kabupaten Naluna;

e. Evaluasi atas penyvelenggaraan (ugas dan fungsi Pomerintah Kabupaten
Natuna, scperti evaluasi atas Sistemn Pengendalian Intern Pemerintah (SFIF)
dan evaluasi atas penggunaan Dans Dekonsentras / Tugas Pembantuan;

[. Pemantauan dan aktivitas pcngawasan lainnya yeng berupa asistensi,
somialisasi, dan lonsultasi terhadap penvelenggaraan tugas dan fungsi
Femerintzh Dacrah.

g Mcngoordinasikun penyelesaian Tindak Lanput Hasil Pemeriksasn atas
Pemeriksaan Inspekloral Taerah, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan
Kewangan dan Pembangunam, Tnspektorat Jenderal Kementerian dan
Badon Pemeriksa Ketiangan.
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Adapnin kegiatan per-lgl;lwas;an Inspecktorat Kabupaten Nalung adalah
a. Inventarsas Temuan Penpawasan

b, Pemoenksasn Reguder /PEPT

. Pemeriksasn Khusus/ Kasus

d. Evaluasi LAKIP SKI'D

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

L

I

Reviy Laporan Kevangan dan LAKIP Pemeriniah Daerah

Momtoring Perencanaan Kegiatan Angearan
. Pemerniksasn Mon PKPT

=g

FPenyasunan Statistik Pengawasan

—-
1

3. Ewaluasi berkala termian hasil pengawasan

k. Pengendalian Intermn Pemeninlah

. IP*enanganan tindak lagjut rekomendas LHP BPK RI; dan

m. Penelitinn dan penelsahan informasi serta penangoanan  pengaduoan

A miasyaraloat.

8. KODE ETIE DAN BETANDAR AUDIT APIP
Piagam Audil Tniern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan
peberuannya hearus senantiass mengacu pada Standar Audit dan Kode Erik
sebagaimana diatur dolsin Peramaran Menteri Negara Pendayaganaan
Aparatur Negara Nomor: PER/G4 /M PAN/O3/2008 Tentang kodc Elik APIP
dan Nomor: PERJOS/M.PAN/03/2008 Tenwang Standar Andit AP dan
Kepurusan Asosiasi Auditor Interm Pemerintah  Indonesia Nomor: KEP-
QOS5 /AAMPT/DPN 2014 tentang Pemberlakusn Kode Fiik  Auditor  lotermn
Pemerintah Tndonesia, Standar Audit Interm Pemerintah  Indonesia, dan

Fedoman Telushan Sejawar Anditor Intern Pemernintah Indonesia,

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEETORAT

KABUPATEN NATUNA

Persyaratan auditor intern vang duduk dalam Inspektorat Kabupalen Natuna

sekurang-kurangiya mclipuati:

a. Memiliki Sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya scsual peraluran
perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Aunditor;

b. Memilild integritas dan perilaku yanp profesional, independen, juur, dan
obyvekid dalam pelaksanaah tagasnya:

c. Memiliki pengetabuan dan pengalaman mengensi eknis audit dan disiphn
ilrmu lain vang relevan dengan ndang tugasnya;

d. Wajib mematuhi Kode Etik Dan Standar Audit APIF,
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g. Wajih menjaga kerahasiaan informas: terkail dengsn pelaksanaan Lugas
dan langpung jawal pengawasan intern kecuall diwajibkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

f. Memahami prinsip-prinsip tala kelela organizasi vang baik dan manajemen
riziloo; dan

g Bersedia meningkatkan  penpetahuan,  keahlian  dan  kemampuan

profesionalismenya secara tormis-menerus,

10, LARANGAN PERANGEAPAN TUGAE DAN JABATAN AUDITOR

11.

a. Audilor 1idek boleh terlibat langsimp dalam pelaksanaan operasional
Lkegialan yvang diaudil atau terfibat dalam kegiatan Jain yang dapat
mengeangeu obyvekiihtas dun independensi seorang auditor.

b. Auditor Gdak boleh mersngkap jaharan sebagai pejabat strukiural,

HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewwudlan cfcktivitas dan cfiziensi pelaksanaan fungsi pengawasan
intern, Inspektorat Kabupatcn Natuna perlu menjalin kerjasama dan
koordinasi dengon satuan kerja ({sclalu objck pengawssan), Kementsrian
Pendayagunaan Aparetar Negara (selalu lembags vang berwenang untuk
merumuskan  kebijakan  nasional di bidans  penpawasan), dan  aparal

pcrngawasan ckstorn.

a. Ingpektorat Kabupaten Natuna dengan Satuan Kerja/Auditi

1} Dalam rangka pclaksanasn fungsi pengawasan intern, maka bubungan
antora Inspektorat Kabupaten Natuna dengan satuan kerja adalah
hubungan kemitraan amtars auditor dan auditan atan antars kansultan
denuan penertma jasa.

2] Dulam setiap penugasan [baik penugasan audit maupun konsultasiy,
zwanlan kerjn harus memhberikan dan menyajikan informast yang relevan
denean ruang lingkup penugasan.,

3] Batuan kerja wajib menindaklanjoti setiap rekomendasi audit yang
diberikan oleh Inspektorat Kabupalen Nutuna dan melaporkan tindak
lanjut beserta status atas sctiap rekomendasi andit kepada Inspektoral
Kabuparen Natuna sesuai dengan prosedur vang berlaku.

4} Unluk dapal mewujudkan efektivitas dan elisiensi pelaksanaan fungsi
pengawasan inlerm, mapektorat Daerah menjalin bubungan kerja vang
sincrgis dan koeordinasi dengan Auditi melipuli
a) SKPD;

o) BUMLY;

[ PaRAF KOORDINASI ] [Pemerintah Desa;
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d) BUMDes: dan

¢} Lembapa lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dracrah di inskungan Pemerninlah Daerah,

5] Hubungan kerja yang sinergls dan koordinast sehagaimana dimalsud
pada angka 4] meliput :

a] Menyampaikan rencoana pengawasan atau audit kepada auditi
sefiap awal pemeriksaan,

b Melakukan pengawsssan lerhadap andit dengan komumbkasl vang
clektif schingea tercipla kerja sama vang konstruktif antars apip
dengan audill;

c} Mcminta tenggapan/pendapal terhadap kesimpulan, tcmuan dan
rekomendasi termasuk tindakan perhaikan yang direncanakan secara
terfulis nleh pejabat auditi vang bertangegung jawais

d) Menvampaikan hasil pocrocriksaan atau laporan basil permetikaaan
{LHF;

e} Melakukan pendampingan fasistensi, konsultasi  terkaat dengan
peningkatan akuntabililas penyelenggaroan pemermtahan;

f)] Mclakulkan pendampingsn kepada auditi pada saat pengawasan olch
dparat pcngawas closternal;

g) Melalwkan monitoring dan evaluasi lerhadap rencana tindal: lanjut
hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanalan
inspeksi disiplin pegawai,

h) Menetapkan status proses penvelesaian Undak lanpart hasil
pemeriksaan inspekioral deerah kepada anditi; dan

1] Menpeordinasikan penvelessian rencann tindak lanjat hasil
pemerikksaan terhadap pemerikssan badan pemeriksa kcuangan,
inspcktorat  Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan TPengawas

Keuangan dan Pembangunan,

b. Ingpektorat Habupaten Natuna dengan Inspektorat Provinsi

Hubunwsan kerja  dan Koordinasi antara Inspcktorat Dacrah dengan

[nepekioral Provinal berapa :

1) Melakukan koordinasi penyusunan PEPT;

2 Berpartisipasi sktil mengaikuli kegiatan Rapat Koordmas Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

3) Melakukan  kerjasamas, — peodampingan, pengecmbemgan BDM
pengawasan  dan  peninpkatan  aluntabilitas  penvelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

BAf AR Hﬂnﬁnmﬂm!ﬂ#lﬂku_kun awdiensi dan konsultasi pelaksanasn tugas pengawasan; .
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3) Berpartisipasi akilfl dalam kegialan  diskusi, seminar, lelka karva,
workshop, sosializasi terkait kegiatan pengawasan; dan

f] Melakukan Lkoordinasi, komunikasi dan kerjasams dalam Foram
Bersama APTP ge-Proving Kepulanan Riaoa,

. Ingpektorat Kabupaten Naiuna dengan Inspektorat Deacrah

Habupaten/Rota Lain

Hubungan kera dan Keormdinesi aolara Inspeltorat Dacrah  dengan

[nspektorat Dacrah Kabupaten/ Eota Teoin berupa :

1) Melalikan audicnsi dan studi banding pelaktsanasn tigas porgawasHEn;

2} Berpartisipasi  aktif dalam hegiatan  diskusi, seminar, lokalkarya,
workshap, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan

3] melakukan koordinasi, komunikasi doan kerjasoms  dslam Feruam

Bersama APIP se-Provinsl Kepulauan Risu.

d. Inspektorat Kabupaten Natuna dengan Kementerian Dalam Negeri

-

Hubumgan kerja dan Keordinasi antara Inspekloral Dacersh  dengan

Kementcnan Dalam Neogen boerups :

1} Berpartisipasi aktif mengkuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawsasan
Daerah-Nasional  (Rakorwasdanas}  sehagei  upaya  koordinasi,
sinkronisasi don integrasi pengawasan anlarg lostitusl Pengawasan
Pernerinlah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2} Menjubarkan  kebijpkan pengawasan tahunan Kementerizsm  Dalam
Hegerl ke dalam arab kebijakan dan meksnisme kerja operamonal
poenmawssan daerah;

3) Mclakukan pemutakhiran data Tindak Lanjur [asil Pengawasan;

4} Melakukan audiensi dan  konsubllas pelaksanan TUgas pengawas:dn,
tdan :

5] Berpartisipasi aktif dalam keglatan diskusi, seminar, loka larya,
workshaop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Kahupaten Natuna dengan Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Hubungan kefa dan Koordinasi antara Inspektorat Deerah  dengan

Kementerian Negara Pendsyagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi

Birokraszi berapa :

1) Tnspekeorat Kabupatcn Natuna haris menggunalkan kcebijaken dan
peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh
Kemenlerian Negara PAN dan Reformasi Pirokrasi dalam menentukan
aruh kebilskan dan program  pengawssan  Inapektorat  Kabupaten
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2] Berpartisipasi dalom Repat Koordinasi Penpswasan (Rakorwas) rang
digelenggarakan aleh Kementerian Pendayapunaan Aaparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi guna penyamasn persepsi mengenal kebijakan
pengawasan nasional, snergl pengawasan nasional, dan mengurangi
tumpang tindrh pelaksanasn pengawasan.

3] Koordinasi pclaporan, baik yang bersilat laporan periodik maupun
laporan hasil pengawasan.

4} berpartisipasi  aktit  mengikuti  kegistan  Forurn Komunikasi
Penddavagunaen  Aperatur  Negata (Forkompandal  sebapgai upaya
kEoordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayapunaan aparatur negara;

5) mergabrarkan kebijskan pengawasan  kedalam arah, kebijakan dan
mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;

6] melakukan audicns! dan kongtlitas pelakeanaan A1gas pengowasarn;

71 menyampaikan  [khtisar  Laporan  Pengawasan Semesteran dan
Tahunan; dan

8) berparitisipasi  akiif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakaryas,
workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan,

laspektorat Kabupaten Natnna dengan Imspektorat  Jenderal di
Lingkungan Kementerian.

Hubunpan kerja dan Koordinaszi antara Inspeltorat Daerah dengan

Inspektorat Jeonderal di Lingkungan Kemenlerian herpa :

1) Inspektorat Kabupaten Natuna menjadi mitra pendamping bagi aparat
penpgawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian selama
pelaksanaan penugasan, baik sebagal penvedia data/ informes maupun
sehagai mitra satwan kerja pada saat pernbabaszan emuan sudil,

) Inspekioral Kabupalen Namne dapat berkoordinasi denguan aparal
pengawasan [nspekiormt  Jenderal di Lingkungan Kemenlenan uniak
mengurang duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.

3 Tindak lanjut dan stalus Atz setap rekomendasi audit yang
disampaikan aparat pengawasan Inspekileral Jenderal di Lingllangan
Kementerian merupskan tbahan  pengawasan bagi  Inspektorat
Kubupaien Natuna terhadap penyelenpgaran tugas dan fungsi instansi.

4) Berpariisipasi aktif mengilouti kegiatan Rapal Koordinasi Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Perneriksaan,

3) Mclakukan audiensi dan konsultasi pelaksanasn tugas pengeowasan,

f) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskosi, seminar, lokakarya,
workshop, sosializsasi terkail kegiatan pengawasan; dan

Iy Melakukan foint cudit.
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g Inspeictorat Kabupaten Natnne dengan Badan Pemeriksa Kepangan dan
Pembangunan (BPHE).

Hubungan kera dan Koordinasi antar Inspekiorat Daerah dengan Badan

Pengawas Kevangan dan Pembangunan berupa :

1}

2

4)

n
—

&)
7

H)

9]

Inspektorat Kabupaten Natuna memadi miira kerja BFKP Selakm

Pembina penyelenggaraan S5PIP dalam  raogks membaogun  dan

meningkalkan pengendalian intcrn pemcrintah yeng melipuli:

a] Pencrapan pedoman (eknia penyelenpgaraan SH1F,

b} So=ialisasi SPIF;

c} Pendidikan dan pelathan SPIF,;

d} Pembmbingan dan konsullans: SPIP, dan

&] Workshop Batgas SPIP

f)] Peningkatan Lkompetensi anditor aparat  pengawasan ibtern
pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Matuna membangun herasama dengau BPEP

weluki  koordinator  APIP untik meningkatkan  pengawasan

penvelengparaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kuahlas

LKD) dan LAKIP.

ingpeltorat  Kabupaten Natuna  harus  menggunakon perataran-

peraturan di bideng Jabatan Fungsional Auditor yang dikehusrkan oleh

BPKP selal Inatansi Pembine Jabaten Fungsienal Auditor,

Berpartisipasi sktif mengilnoti kegiatan REapat Koordinasi Penyelesaian

Tindak Langul Hasil Pemeriksaan.

Meolabkukan kengasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas

penyelengparsan Pemerniahan Daerab dan peningkatan tata kelola

APIP,

Melalmuikan audicnsi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasarn

Berpartisipasi aktf dalam kegialen diskusi, seminar, lokakarya,

waorkshop, sosialisasi terkait keglatan pongawasan,

Melakukan koordinesi, kormikasi dan  kerjassma  dalam Forum

Bersarna AFIP se- Provinsi Kepulavan Rian; dan

Mclakukan jorret caidit,

h. Inspektorat Kabupaten Natuna dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Badan

Pemerikzo Keuangan berupa :

1}

Inepekrorat Kabuparen Natuna menjadi mitra pendamping bagi BPK
sclume pelaksanaan penugasan, batk schagal penyedia data/informasi
maupun scbagal milra satuan kerja pada saal pembabasan temuan

F)

[
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) Berpartisipasi aktif mcngikuti kegiatan pemutakhiran data Tindalk
Lanjut Haszil Pemerilcasan;

3] Tindak lanjul dan  stalus atas setiap rckomendasi audit  yvane
disampaiken BPE merupakan bahan pengawasen bagl Inspeoktorat
Kabupalen Naluna lerhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.

4} Melalukan koordinasi pelaksansan pemeriksaan oleh Badan Memcriksa
Keuangan [BPK);

5] Mengoordinosikan penyampaian monageman lefter oleh BPK  atas
pereriksaan terhadap LKPD atau audih;

5} Menpoordinasikan penyempaian LHPF BPK lerhadap pemeriksaan atas
LEPT atan Tnstansif1nit kerja; dan

7| Borpartisipasi akii] dalam  kegiotan disloasi, seminar, lokakarya,
workshop, sostalisas lerkail kegiatan pengawasarn.

#) Ilnspektorat  Kabupalen Natuna menyampaikan  laporan  haasil
perneriksaan kepada BPE-RI sebagaimana diwajibltan Undang-Undang
No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelnlaan dan Tanggung

Jawal; Kevangan Megara.

1. Inspektorat Kabupaten Natuna dengan Fenegak Huloum

Hubtungan kerja dan Koardinasi antara Inspeklorsl Daerah  dengen

Pencgalk Huloum berupa -

1} Melaksanakan pemeriksssan alas permintaan dari penegak huloum
brrdazarkan perintah Bupatli; dan

2] Memberikan ketcrangan pada saal proses penvelidiken, penyidilan dan
dalam persidangan atas suatu perkara ferkaic dengan permintaan
permneriksaan dari penegak hukom berdasarkan perintab Thapats,

12. PENILAIAN BEREALA
a. [nspekiloral Kabupaten Nafuna secara berkala harus menilai apakah
tujuan, wewenang, dan langeung jawab yvang didcefinisikan dalam Plagam
ini tetap memadal dalam kegialan pengawasan intern schingza dapal
MENncApal tujuanny:.,

br. [lasil penilaian sccara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupat,

Y

BLAPATI NATUMA
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